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SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT DAN
DAERAH MELALUI E-MUSRENBANG

PENDAHULUAN
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Penegasan Paradigma Perencanaan
dan Penganggaran

• Amanat konstitusi menegaskan bahwa ANGGARAN NEGARA adalah
INSTRUMEN untuk mencapai tujuan nasional.

• Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh
TUJUAN yang akan dicapai (policy driven), dan tidak seharusnya
dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget driven).

• Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan
pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalikan seluruh
sumber daya (pemerintah, perbankan dan swasta); dan
meningkatkan EFISIENSI, EFEKTIVITAS dan KEADILAN alokasi
pengeluaran atau belanja pemerintah, penyaluran kredit perbankan
dan investasi swasta.

• Proses perencanaan dan penganggaran adalah OPTIMALISASI
SUMBERDAYA (pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai
tujuan pembangunan, dan memperbaiki KUALITAS BELANJA.

• TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan
Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta
Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.

• Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan
berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan
pembangunan nasional.

• Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak harus
berdasarkan money follow function, tetapi money follow
program prioritas.

• Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan
tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek
harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dstnya.

Arahan Presiden Terkait Penyusunan
RKP 2017 (Hasil Sidang Kabinet 10
Februari 2016
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Mendayagunakan &
mengoptimalkan (SDM
unggul, kesehatan terjamin,
kemiskinan turun,
pengangguran turun,
investasi tumbuh, ekonomi
tumbuh & merata,
infrastruktur mantap,
masyarakat lebih berbudaya
& DIY lebih karakter)

Rumusan Tema Menurut
RPJMD DIY Tahun Ke-5

• Mengurangi Disparitas
Wilayah;
• Meningkatkan

Sumberdaya Manusia
Berkualitas;
• Meningkatkan Kualitas

Pendidikan;
• Meningkatkan

Kesempatan Kerja;
• Meningkatkan

Pertumbuhan Ekonomi;
• Meningkatkan Kualitas

Layanan Publik.

Kebutuhan Perencanaan
Pembangunan di Tahun 2017

Tema RKPD DIY 2017 Tentatif :
Mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih
berkeadilan melalui pengembangan
Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi
dan Perbaikan Layanan Publik.

Arahan Presiden Pada Penyusunan RKP 2017
(Hasil Sidang Kabinet 10 Februari 2016)

Tema RKP 2017 : Memacu Pembangunan
Infrastruktur dan Ekonomi Untuk
Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta
Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan
Antar Wilayah.

Muatan Lainnya :
1. Anggaran negara harus berorientasi

manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan
pembangunan nasional;

2. Kebijakan anggaran belanja tidak
berdasarkan money follow function tapi
money follow program (tidak perlu
semua tusi dibiayai secara merata);

3. Memangkas nomenklatur program yang
tidak jelas manfaatnya bagi rakyat.

Tema DIY Sejalan
dengan Tema Nasional
Money Follow Program
Sejalan dengan Cascade

& Redesign Prog/Keg

Sinergi Tema RKP dan RKPD DIY Tahun 2017

Tema Kab./Kota
Juga Harus
Sejalan

Mandat UU 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Pasal 4 ayat 3)
• RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas

pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan
fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga,
“Kewilayahan” dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif.

• Diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan
Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga ke dalam satu tujuan (goal) yang
jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan pendanaan daerah.

• Bappenas sedang menyiapkan perencanaan dengan pendekatan holistik-
tematik, integratif dan spasial dalam upaya pencapaian sasaran agenda
prioritas nasional agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

• Dalam pendekatan perencanaan tersebut, maka hanya program dan
kegiatan Kementerian/Lembaga yang secara langsung mendukung
pencapaian proritas nasional menjadi program dan kegiatan prioritas.

Pendekatan Penyusunan RKP 2017
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PENDEKATAN PEMBANGUNAN :
HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, SPASIAL

Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019
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Strategi Pembangunan Nasional dan Tema RKP 2017

Contoh: Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan
Mempunyai multitarget (banyak sasaran)
A. Sasaran Pokok, antara lain :
• Peningkatan produksi padi,
• Peningkatan produksi jagung,
• Peningkatan produksi ikan dll.
B. Kegiatan Prioritas antara lain :

1. Reforma agraria
2. Stop konversi lahan produktif
3. Pemulihan kesuburan lahan
4. Pembangunan desa mandiri benih
5. Pengembangan pertanian organik
6. Peningkatan produksi ikan, garam dan

rumput laut
7. Pengendalian harga dan impor pangan
8. Peningkatan produksi padi dan pangan

lainnya (protein hewani)

Prioritas Nasional, Sasaran
Pokok serta Kegiatan
Prioritas telah tertuang
dalam :
• Nawacita Jokowi – Jusuf

Kalla
• Rencana Pembangunan

Jangka Menengah
(RPJMN) 2015-2019

Pendekatan Pembangunan
Holistik, Tematik, dan Terintegrasi (1)
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• Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas
nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi
kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR,
Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta
Pemerintah Daerah.

• Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya
dengan peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop
konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan
sawah baru, pengembangan pertanian organik,
pengendalian harga dan impor pangan, dst. (kombinasi
berbagai program/kegiatan)

• Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus
mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi,
terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar dll.

Pendekatan Pembangunan
Holistik, Tematik, dan Terintegrasi (2)

Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan
(Perencanaan Terintegrasi)
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Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan
(Perencanaan Terintegrasi Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim)

INTEGRASI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH
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• Usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara
komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta
pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA
CITA) pada RPJMN 2015-2019. Untuk itu, usulan
program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan
terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD), maupun
lintas wilayah.
• Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 menekankan pembiayaan

berorientasi pada hasil pembangunan. Sehingga hanya program-
program yang akan memperolah prioritas pembiayaan adalah
yang paling jelas manfaatnya bagi masyarakat.
• Selama ini, pembahasan dan pengusulan anggaran

Program/Kegiatan serta pengalokasian Pagu Indikatif dilakukan
secara sektoral per Kementerian/Lembaga (SKPD). Padahal,
banyak sasaran/target program di K/L (SKPD) sektor yang
memerlukan dukungan kegiatan dari K/L (SKPD) lain, namun K/L
(SKPD) yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan utk
mengkoordinasikan K/L lain.
• Hanya Kementerian PPN/Bappenas (Bappeda) yang mempunyai

fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor,
lintas wilayah, maupun lintas kementerian/lembaga (lintas
SKPD). Bappenas (Bappeda Provinsi) akan menjadi integrator
setiap K/L (SKPD) dan pemerintah daerah (Pemerintah Kab/Kota)
agar bisa bersinergi dalam menjalankan suatu program.

Bappenas dan Bappeda Sebagai Fungsi
Integrator dalam Perencanaan Pembangunan

1) Yang telah dan akan disiapkan Bappenas untuk penyusunan Perencanaan RKP
2017 :
• Menetapkan sasaran dan arah kebijakan tiap-tiap agenda pembangunan

nasional yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
2017.
• Memetakan kegiatan prioritas yang perlu dilakukan agar program prioritas

dapat terlaksana Prioritas Nasional dan program prioritas telah tertuang
dalam Agenda Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla dan RPJMN 2015-2019 (bersifat
given).
• Memetakan Kementerian/Lembaga yang ikut berperan dalam

melaksanakan kegiatan prioritas.
2. Terkait dengan arahan Bapak Presiden mengenai pendekatan money follow

program, Bappenas telah menyiapkan :
• Penjabaran Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator serta Target

Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kegiatan prioritas.
• Instrumen berupa Sistem Informasi untuk mendukung penjabaran tersebut.

(https://e-musrenbang.bappenas.go.id/multilateral)
• Indikasi Lokasi dan Indikasi Alokasi Anggaran per Program didiskusikan

dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui forum Multilateral Meeting.

Kesiapan Bappenas Sebagai Sistem
Integrator Pembangunan



29/02/2016

9

Pengembangan Sistem Informasi Untuk
Mendukung Bappenas Sebagai Sistem
Integrator Pembangunan (1)

Pengembangan Sistem Informasi Untuk
Mendukung Bappenas Sebagai Sistem
Integrator Pembangunan (2)
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Pengembangan Sistem Informasi Untuk
Mendukung Bappenas Sebagai Sistem
Integrator Pembangunan (3)

Matriks Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Serta
Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (Form B)
Hasil Aplikasi SIMU
(Prioritas Nasional : Kedaulatan Pangan)
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BAPPENAS
• Melakukan finalisasi program prioritas dan kegiatan prioritas yang perlu dilakukan

dalam pencapaian sasaran agenda prioritas nasional oleh Kementerian/Lembaga
melalui multilateral meeting I, bilateral meeting dan multilateral meeting II 
Pendekatan top-down

• Pembahasan indikasi lokasi dan indikasi alokasi anggaran per program
• Dari sisi perencanaan di pusat (top-down), digunakan instrumen Sistem Informasi

Multilateral (https://e-musrenbang.bappenas.go.id/multilateral)
BAPPEDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
• Dari sisi perencanaan di daerah (bottom-up), digunakan instrumen e-musrenbang

(https://e-musrenbang.bappenas.go.id)
• Melakukan usulan dukungan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk

dilaksanakan di daerah (lokasi) dengan pendekatan pencapaian agenda prioritas
nasional melalui Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN) melalui aplikasi
e-Musrenbang.

• Melakukan usulan dukungan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk
kegiatan dekon dan tugas pembantuan ke daerah melalui menu Usulan Prioritas
Pembangunan Daerah (UPPD) melalui aplikasi e-Musrenbang.

• Melakukan Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pencapaian
priroitas nasional dan daerah melalui aplikasi e-Musrenbang.

Tindak Lanjut :
Sinergi BAPPENAS-BAPPEDA

CONTOH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIMENSI
SEKTOR UNGGULAN PRIORITAS NASIONAL
KEDAULATAN PANGAN



29/02/2016

12

Penentuan Sasaran Pembangunan dan Arah
Kebijakan Prioritas Nasional Kedaulatan
Pangan Tahun 2017

Pendekatan Holistik, Tematik, Terintegrasi
Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan
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Pendekatan Holistik, Tematik, Terintegrasi
Kegiatan Utama Peningkatan Produksi Padi

Pembangunan Kedaulatan Pangan
Ilustrasi Integrasi Peningkatan Produksi Padi Provinsi Aceh
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1. Sebagian besar sasaran nasional, harus dilaksanakan oleh semua tingkatan pemerintahan
(Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota)

2. Kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi pencapaian sasaran nasional tidak selalu bisa
dipenuhi karena kurangnya pendanaan dari APBD masing-masing.

3. DAK seharusnya diprioritaskan untuk mendanai kekurangan dana dalam pencapaian sasaran
nasional tsb.

Hirarki Pencapaian Sasaran DAK

Alur Pikir DAK Irigasi



29/02/2016

15

Ilustrasi DAK Untuk Rehabilitasi Irigasi
(Contoh : Sulawesi Utara)

Ilustrasi Rencana Terintegrasi Berdasarkan Spatial Planning
(Pengembangan Kawasan Industri (KEK) Bitung)
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Alur Pikir Penyampaian Usulan e-Musrenbang RKP

Sinergi Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN)
Melalui Aplikasi Sistem Informasi Multilateral dan
e-Musrenbang
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AGENDA PELAKSANAAN

Agenda Pelaksanaan Musrenbangnas
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1. Pelatihan Aplikasi e-Musrenbang (23 Februari 2016)
2. Pelatihan di tingkat Kabupaten/Kota oleh Bappeda Provinsi (24 Februari

2016 – 2 Maret 2016)
• Multilateral Meeting Tahap I di tingkat Pusat

3. Pengisian dan Verifikasi Tahap Awal (2 Maret 2016 – 2 April 2016)
• Input dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bappeda

Kabupaten/Kota (2 Maret 2016 – 24 Maret 2016)
• Verifikasi dilakukan oleh Bappeda Kabupaten/Kota (28 Maret 2016 – 1

April 2016)
4. Hasil Input SKPD dan Bappeda Kab/Kota menjadi masukan dalam

Multilateral Meeting Tahap II ( 4-8 April 2016)
5. Pengisian dan Verifikasi Tahap Akhir (9 April 2016 – 17 April 2016)
• Input dan Revisi hanya dapat dilakukan oleh Bappeda Kab/Kota dan

Bappeda Provinsi (9 April 2016 – 13 April 2016)
• Verifikasi Akhir dilakukan oleh Bappeda Provinsi (13 April 2016 – 17 April

2016)
6. Forum Musrenbang (18 April – 30 April 2016)

Jadwal Pengisian Aplikasi E-Musrenbang

SISTEM APLIKASI E-MUSRENBANG
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3 Bagian Besar dalam E-Musrenbang

Usulan Prioritas Nasional Prioritas Nasional

Progra Strategis

Kegiatan Strategis

Lokus Pembangunan
Kegiatan Strategis dengan
Pendekatan Perencanaan
Kewilayahan

Melalui E-Musrenbang
Anda Dapat Melakukan

1. Pengusulan Baru
2. Tambahan Usulan
3. Melihat Hasil Usulan

Usulan DAK Renc. Alokasi DAK 2016

Data Teknis DAK 2016

Usulan DAK 2017

Lokus Pembangunan DAK
Tahun 2016 dan Tahun
2017 dengan Pendekatan
Perencanaan
Kewilayahan

Data Teknis DAK 2017

Lokus Pembangunan
Berbasis Spasial /
Kewilayahan

Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah
dalam Kerangka Pengisian E-Musrenbang

Pemda DIYPemda DIY

Konsep dan
Pendekatan

Perencanaan

Konsep dan
Pendekatan

Perencanaan

Prioritas
Pembangunan

DIY Tahun 2017

Prioritas
Pembangunan

DIY Tahun 2017

Pemda Kab/KotaPemda Kab/Kota

Konsep dan
Pendekatan

Perencanaan

Konsep dan
Pendekatan

Perencanaan

Prioritas
Pembangunan

Kab. Tahun 2017

Prioritas
Pembangunan

Kab. Tahun 2017

ProgramProgramProgramProgram

KegiatanKegiatan KegiatanKegiatan

PusatPusat

Konsep dan
Pendekatan

Perencanaan

Konsep dan
Pendekatan

Perencanaan

Prioritas
Pembangunan

Nas. Tahun 2017

Prioritas
Pembangunan

Nas. Tahun 2017

ProgramProgram

KegiatanKegiatan

Arah KebijakanArah Kebijakan Arah KebijakanArah Kebijakan Arah KebijakanArah Kebijakan

SharingSharing SharingSharing

• Sinergi Perencanaan
Pusat dan Daerah
dengan Tetap
Memperhatikan
Prioritas Tidak Hanya
Prioritas Nasional,
Namun
Memperhatikan
Prioritas Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
• Hasil Trilateral Desk

Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Menjadi Perlu
Diperhatikan
Khususnya Kegiatan
yang Membutuhkan
Sharing Pusat.

• Sinergi Perencanaan
Pusat dan Daerah
dengan Tetap
Memperhatikan
Prioritas Tidak Hanya
Prioritas Nasional,
Namun
Memperhatikan
Prioritas Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
• Hasil Trilateral Desk

Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Menjadi Perlu
Diperhatikan
Khususnya Kegiatan
yang Membutuhkan
Sharing Pusat.
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